Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Mento, 8 Mei 1990
(umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat
kediaman di Kabupaten Bengkayang Provinsi
Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 25 Maret
1983 (umur 41 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sawit,
tempat kediaman dahulu di Kabupaten
Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat,
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 telah
mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkayang, dengan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada tanggal 3 Juni 2024,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 6 Oktober 2009;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis
sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kabupaten
Bengkayang selama 3 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah milik
bersama di Kabupaten Bengkayang selama 2 tahun 10 bulan, selanjutnya
tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, selama 5 tahun dan terakhir tinggal
bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang,
selama 5 tahun 1 bulan;

4, Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah
dikaruniai seorang anak, bernama Anak, NIK -, lahir di Serukam, pada
tanggal 6 Agustus 2010. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat;

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir September 2019 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang
kurang cukup kepada Penggugat, sehingga mengharuskan Penggugat
bekerja untuk membantu perekonomian keluarga;

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat pada 2 Januari 2023, disebabkan Tergugat pergi dari rumah
kediaman bersama dengan alasan mencari kerja namun hingga saat ini
tidak diketahui secara pasti keberadaannya;

3. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga
gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Tergugat tidak
pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya di
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seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Surat

Keterangan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - pada tanggal 29

Mei 2024,

4, Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat

tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang

ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan

Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat

memilih untuk bercerai dari Tergugat;

6. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalii gugatan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu

alasan diketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bengkayang Cg. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku;
Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat in person datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut
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surat panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 4 Juni 2024 dan

tanggal 4 Juli 2024 yang dibacakan di muka sidang, kepada Tergugat telah

diumumkan melalui radio dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan

suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati

Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi

Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala-
Kabupaten Bengkayang, alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-
nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi
tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 6 Oktober 2009 yang
diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten
Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. alat bukti surat tersebut bermeterai
cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
kemudian diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan
saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, NIK -, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma
lll, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat. Dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai
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Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober
2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua
Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di dekat
rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkayang sampai berpisabh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun sekira tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat, yang saksi ketahui karena masalah ekonomi, yaitu
Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga
mengharuskan Penggugat bekerja untuk membantu perekonomian
keluarga dan juga masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan ingin mencari kerja namun hingga saat ini
tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui
alamatnya serta keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari
keberadaanTergugat namun hingga saat ini belum menemukan alamat

tempat tinggalnya yang pasti;
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- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak
ada meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai
jaminan nafkah untuk Penguggat;
- Bahwa  saksi pernah menasihati Penggugat untuk
mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, NIK -, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Kasir -, alamat Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan
Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung
Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar
tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir
tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bengkayang sampai
berpisah sampai berpisabh;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,
namun kemudian sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat, karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah lahir
kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan
sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan juga masih dibantu oleh orang
tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2023 sampai sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 9
(sembilan) bulan lamanya dimana Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;
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- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan
alasan ingin mencari kerja namun hingga saat ini tidak ada kabar
beritanya;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidakpula

mengirimkan nafkah serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari

keberadaan Tergugat namun belum berhasil;

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan

nafkah untuk Penggugat dan anak;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan

rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu
tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai
dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan
Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun
membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal
154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun
1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana
dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim
mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai
dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang
telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 6 Oktober 2009, oleh karena itu
Penggugat memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai pihak-pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio) untuk mengajukan
gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.1 keberadaan
Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang
lalu dan sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan
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Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang
penunjukan tempat tinggal Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diumumkan melalui mass media
radio sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehubungan
Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya
untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak
berdasarkan suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat
dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat

Hakim, menyatakan:
Vel sg9 caxy pld praluall 0 5o o oS Wl n00 o
o 3>
"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir,
maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,”
Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat,
dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat
diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa
kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang
memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, kemudian kurang lebih
1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban
sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian
(lex spesialis), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan
dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi
tanda P.2 merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870
KUHPerdata) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen
dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti
surat P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai
alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil Hakim akan memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 6
Oktober 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut
sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat
diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)

Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat
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dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan
Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kemudian sejak
bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
hingga sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang
dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan
Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan
Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga
Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak
membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu
tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi
dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan
fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan
hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat karena sebab ekonomi yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah
lahir kepada Penggugat;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal, sampai sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu)
tahun lamanya,;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat telah hidup sendiri
tanpa didampingi Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang kembali
dan tidak ada kabar beritanya;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat
meskipun sudah dicari keberadaannya, namun tidak berhasil;

- Bahwa dalam sidang Hakim telah menasehati dan menganjurkan
Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat
kukuh pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap
ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah
sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam membina rumah tangga karena Tergugat menyatakan atau menunjukkan
sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama. sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo
Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah
(scheiding van tafel en bed) lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dan Tergugat

menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah
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kediaman bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat
sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumah tangga
bersama dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage), pada kondisi
mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan,
yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan
kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. telah
tidak tercapai, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian patut
diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dan menimbulkan
beban penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak
keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana
kaidah fighiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, hal 62,
yang berbunyi:
tlaoll ez o ol auwlaoll €5

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“;
Dengan demikian Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua
unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang
dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Saya Sobari, S.H.I. sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Akmal,
S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.l.

Panitera,

Akmal, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ‘Rp  30.000,00
2. Biaya proses :Rp  75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat :Rp 180.000,00
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4. Biaya PNBP panggilan Penggugat ‘Rp  10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat ‘Rp 300.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat ‘Rp  10.000,00
7. Biaya redaksi :Rp  10.000,00
8. Biaya meterai :Rp  10.000,00
9. Biaya PNBP PBT. ‘Rp  10.000,00

Jumlah :Rp 635.000,00
(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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